
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hadirnya teknologi serta masyarakat informasi (information society) yang 

diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium 

ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin 

menyebarluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja dinegara-

negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Fenomena ini menempatkan teknologi informasi dan internet sebagai komoditas 

ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan, termasuk dalam hal kegiatan 

bertransaksi.
1
 

Hal ini bedampak kepada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

menggunakan teknologi terutama dalam hal kegiatan bisnis. Seluruh masyarakat 

secara tidak langsung di tuntut untuk mengetahui dan menggunakan teknologi 

berbasis elektronik, yaitu merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang 

tentunya lebih modern, termasuk dalam hal melakukan pembayaran yang 

sekarang sudah meggunakan sistem pembayaran menggunakan  transaksi non 

tunai. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan 

uang tunai (currency) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada 

umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. 

Agar sistem pembayaran ini dapat di terapkan di berbagai sektor, dalam hal ini 

masyarakat juga dituntut untuk meggunakan sistem pembayaran secara transaksi 

                                                             
1 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Presetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistim Keamanan dan 

Hukum di Indonesia, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 1. 
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non tunai dalam melaksanakan untuk merubah kebiasaan menggunakan uang 

kartal atau uang kertas dan logam.  

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 lahirlah Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) yangdiresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW 

Martowardojo di Gedung BI bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan 

Republik Indonesia ke-69.Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah sebuah 

program atau gerakan yang di canangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama 

pemerintah untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (less cash 

society), sehingga lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash 

Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
2
 

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia Sesuai dengan yang 

disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

GNNT ini merupakan sebagai bentuk tuntutan agar seluruh sektor 

perbankan untuk dapat berupaya meningkatkan dan memberikan inovasi 

terkaitdengan layanan perbankan digital (digital banking) termasuk pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) merupakan Bank 

Pembangunan Daerah yang berkantor pusat di Kota Padang Provinsi Sumatera 

Barat. Sementara itu ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

                                                             
2https://www.scribd.com/presentation/368977395/Sosialisasi-GNNT-BENDAHARA-pptx diakses 

pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 13.21 WIB. 
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1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan merumuskan mengenai pengertian “bank” itu sebagai berikut:
3
 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.” 

 

Kemudian pada bulan Mei 2018 lalu PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat (Bank Nagari) meciptakan produk-produk baru terkait layanan 

perbankan digital (digital bangking) yang dua diantaranya yaitu Mobile Banking 

dan Nagari Cash Management (NCM) yang terdiri dari NCM Personal 

(perorangan) dan NCM Coorporate (non-perorangan/perusahaan/lembaga). Dalam 

hal ini penulis lebih memfokuskan pada layanan produk Mobile Banking dan 

Nagari Cash Management (NCM ) tersebut. Yang dimaksud dengan Mobile 

Banking adalah sebuah sistem layanan dari Bank untuk melakukan sejumlah 

transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat 

mobile berbasis GSM atau CDMA, sedangkan Nagari Cash Management (NCM) 

adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang  ditujukan untuk nasabah 

perorangan dan non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang 

bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi 

keuangan melalui fasilitas online. 

Jadi dengan adanya inovasi terbaru terkait layanan perbankan digital (digital 

banking) yang di keluarkan oleh PT. Bank Nagari ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pada nasabah bank untuk dapat 

segeramengimplementasikan sistem pembayaran menggunakan layanan 

                                                             
3
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Ed.1. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 
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perbankan digital (digital banking) ini sesuai dengan yang dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  12/POJK. 03/ 2018 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.  Dalam hal ini 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam hal 

penyelenggaraan  layanan perbankan digital oleh bank umum ini, sebagaimana 

yang termaktub dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi :
4
 

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;” 

 

Kemudian agar penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital 

banking) ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas segala 

kendala dan kesalahan yang terjadi dalam hal penyelenggaraan layanan perbankan 

digital (digital banking), maka hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 03/ 2018 tentang Penyelenggaraan 

Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yang berbunyi:
5
 

“(1)Bank penyelenggara Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan 

Perbankan Digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.  

Bagi nasabah yang ingin menggunakan dan mengaktifkan layanan 

perbankan digital (digital banking) pada layanan produk Mobile Banking dan 

Nagari Cash Management (NCM ) tersebut, maka nasabah harus mendatangi 

kantor bank yang bersangkutan untuk mengisi formulir dan mengisi data-data 

yang dibutuhkan, kemudian dalam hal ini nasabah juga menandatangani suatu 

                                                             
4 Lihat Pasal 6 huruf a UU No. 21 Tahun 2011. 
5
 Lihat Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 03/ 2018. 
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perjanjian dengan pihak bank yang di dalamnya berisi suatu ketentuan-ketentuan 

atau klausul-klausul yang telah dibakukan, biasa dikenal dengan perjanjian baku 

atau perjanjian standar (standard contract).  

Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni 

oleh produsen/ penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang 

berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki 

dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.
6
 Pada prakteknya, terkait layanan 

perbankan digital (digital banking) pada layanan produk Mobile Banking dan 

Nagari Cash Management (NCM ) para pelaku usaha dalam hal ini pihak bank 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) 

mencantumkan klausula-klausula yang telah dibakukan di dalam suatu perjanjian 

aktivasi layanan perbankan digital (digital banking) tersebut yang menyebabkan 

nasabah harus menyetujui dan menandatangani apabila ingin menjadi pengguna 

layanan digital banking pada layanan produk Mobile Banking dan Nagari Cash 

Management (NCM). Kemudian yang paling erat hubungannya dengan perjanjian 

baku ini adalah penerapan serta ukuran prinsip keseimbangan. 

Keseimbangan adalah suatu asas/ prinsip yang dimaksudkan untuk 

menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian 

yang dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar 

belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada 

lain pihak. Keseimbangan juga diartikan sebagai hal yang dilandaskan pada upaya 

mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat dari itu harus 

                                                             
6
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 139-

140. 
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memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Asas keseimbangan merupakan 

asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas 

persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para 

pihak dalam perjanjian.
7
 

Pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa 

sarjana, antara lain Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri 

Gambir Melati Hatta, serta Ahmadi Miru, secara umum memberikan makna asas 

keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.
8
 Menurut 

Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa perjanjian standar/baku itu 

bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terlebih 

lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan 

masyarakatlah yang didahulukan. Kemudian jika dikaitkan dengan prinsip 

keseimbangan,  dalam perjanjian standar/baku itu kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen selalu tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, 

membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku 

usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, 

perjanjian standar/baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu 

perlu ditertibkan.
9
 

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-

klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak 

                                                             
7
Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu. 2017. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan 

Tujuan Perjanjian". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal 

Suryadarma. Vol. 8 No. 1: 40-41. 

8
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: 

Kencana, Ed.1. Cet. 1, 2010, hlm 79. 
9Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 143. 
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mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sutan Remi 

Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, 

melainkan klausul-klausulnya.
10

 Defenisi mengenai klausula baku telah dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
11

 

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” 

Jika dikaji lebih mendalam disatu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat 

menguntungkan, jika dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang 

dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja 

menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian 

itu sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak 

dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam 

menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi 

perjanjian yang disodorkan kepadanya. 
12

 

Berdasarkan rumusan tersebut, sebenarnya yang menjadi kekhawatiran 

dalam pelaksanaannya adalah dengan dirumuskannya klausula eksonerasi atau 

eksemsi di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Menurut Rijken memberikan 

pengertian klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu 

perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi 

kewajiban dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi 

karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Di dalam prakteknya, sering 

                                                             
10Ibid, hlm 139. 
11 Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
12 Loc.Cit 
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didapati klausula eksonerasi seperti yang ada di dalam ketentuan-ketentuan 

perjanjian aktivasi layanan digital banking ini yang berbunyi “ bank dibebaskan 

dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul akibat perbuatan pihak lain 

jaringan elektronis Bank Nagari.” Kemudian yang menjadi persoalannya apakah 

ada tindak lanjut dari pihak bank untuk menangani kerugian tersebut atau hanya 

sekedar lepas tangan saja terhadap kerugian yang terjadi dalam pemanfaatan 

perbankan digital (digital banking). 

Terkait pendapat ahli diatas, dapat dikatakan bahwa keberadaan klausula 

tersebut oleh produsen adalah dengan maksud melakukan antisifasi, dalam artian 

produsen bukan menghindarkan diri dari tanggungjawab untuk memenuhi 

kewajibannya dengan membayar ganti rugi, tetapi dengan pencantuman klausula 

ini, produsen sudah memberikan peringatan kepada konsumen agar tidak 

melakukan perbuatan atau tindakan tertentu atau konsumen juga diharapkan 

bersikap hati-hati.
13

 

Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang 

menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas 

tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman 

terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi 

para pihak yang berkontrak terasa dominan kaitannya dengan kontrak konsumen. 

Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen 

terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Hubungan konsumen dengan 

produsen diasumsikan hubungan yang subordinat, sehingga konsumen berada 

                                                             
13

Muhammad Hasbi ,Perancangan Kontrak (Dalam Teori  dan Implementasi),Padang: Suryani Indah, 

2012 hlm 64-65. 
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pada posisi lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya. 

Hubungan subordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa 

kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para 

pihak.
14

 

Berdasarkan pertimbangan diatas, konsumen perlu diberdayakan dan 

diseimbangkan posisi tawarnya. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang 

bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala 

posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. 

Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para 

pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh 

karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari 

otoritas negara (pemerintah) harus sangat kuat.
15

 

Walaupun demikian, maka melihat kondisi tersebut dan agar kreditur/ 

produsen tidak semena-mena terhadap debitur/konsumennya, maka ketentuan 

pencantuman klausul baku pada perjanjian baku/standar ini telah diatur dalam, 

Bab V, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
16

 

(1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

                                                             
14Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: 

Kencana, Ed.1. Cet. 1, 2010, hlm 79-80. 
15Ibid, hlm 80. 
16Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
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c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembalin uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli 

oleh konsumen; 

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli  

oleh konsumen secara angsuran; 

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jua 

beli jasa; 

g) Menyatakan tundukan konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan  lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.” 

 

Beranjak dari rumusan Pasal 18 di atas, pada dasarnya asas keseimbangan 

mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan 

kontrak. Daya kerja asas keseimbangan di sini mempunyai makna “imperatif” 

yang memaksa salah satu pihak (pelaku usaha) untuk tunduk dengan tujuan akan 

dicapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. 
17

 Hal ini dapat disimak dari 

substansi Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
18

 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat 

(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah).” 

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan  

pencantuman klausula baku juga diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan 

                                                             
17Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm 82-83. 
18 Lihat Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
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Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan. Kemudian ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha 

memenuhi prinsip keseimbangan pada perjanjian baku dijelaskan pada Pasal 

21Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:
19

 

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan , keadilan, 

dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.” 

Kemudian terkait penerapan dan pelaksanaan perjanjian baku khususnya di 

sektor perbankan antara pihak bank dengan nasabah penguna layanan perbankan 

digital (digital banking) pada layanan produk Mobile Banking dan Nagari Cash 

Management (NCM ) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank 

Nagari), pada dasarnya perlu dikaji lebih mendalam apakah klausula-klausula 

yang dicantumkan dalam perjanjian aktivasi layanan Mobile Banking dan Nagari 

Cash Management (NCM) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila ketentuan dalam 

pasal-pasal tersebut tidak sesuai maka hal ini dapat menyebabkan kedudukan para 

pihak menjadi tidak seimbang dan tidak sejalan dengan penerapan prinsip 

keseimbangan antara nasabah dengan pihak bank yang tentu dapat merugikan 

pihak nasabah sebagai pengguna layanan perbankan digital (digital banking).  

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah dari sekian banyak 

pemahaman dan pendapat yang dikemukakan para ahli terkait dengan prinsip 

                                                             
19 Lihat Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. 
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keseimbangan, maka apa yang sebenarnya yang menjadi ukuran dari prinsip 

keseimbangan tersebut khususya pada pada perjanjian aktivasi layanan produk 

Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) agar kedua belah pihak tidak saling 

dirugikan di dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, 

perlu dilakukan penelitian secara mendalam,oleh karena itu penulis bermaksud 

ingin mengkaji tentang : “PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN PADA 

PERJANJIAN BAKU DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN 

PERBANKAN DIGITAL  (DIGITAL BANKING) OLEH BANK UMUM 

(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA 

BARAT)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur mendapatkan layanan perbankan 

digital (digital banking) padaMobile Bankingdan Nagari Cash 

Management (NCM)? 

2. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian baku 

untuk mendapatkan layanan perbankan digital (digital banking) pada 

Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM)? 

C. Tujuan Penulisan 



 

13 
 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang 

diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu : 

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur mendapatkan layanan 

perbankan digital (digital banking) padaMobile Banking dan Nagari 

Cash Management (NCM). 

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian 

baku  untuk mendapatkan layanan perbankan digital (digital banking) 

pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM). 

D. Manfaat  Penulisan 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

dijadikansebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan 

dalamrangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum 

dankhususnya pada pengembangan hukum keperdataan di bidang 

hukum bisnis dalam hal ini menyangkut tentangpenerapan prinsip 

keseimbangan pada perjanjian baku dalam penyelenggaraan 

layanan perbankan digital (digital banking) oleh bank umum (studi 

pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). 

b. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh 

dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan 

yang ada di dalam masyarakat. 
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c. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis 

tentang penerapan prinsip keseimbangan pada perjanjian baku 

dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) 

oleh bank umum (studi pada PT.Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat). 

2. Manfaat Praktis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

hukum. 

b. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentangpengetahuan hukum bagi masyarakat 

khususnya nasabah bank. 

c. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam hal penerapan prinsip keseimbangan 

pada perjanjian bakudalam penyelenggaraan layanan perbankan 

digital (digital banking) oleh bank umum(studi pada PT.Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat). 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi,baik yang bersifat 

asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang 

telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan 
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pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan 

memahami lingkungan yang dihadapinya. 
20

 

Sedangkan penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian 

yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang 

benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab 

permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan 

upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. 
21

 

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodelogis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
22

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

dilapangan.
23

 

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu 

dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi 

lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab 

permasalahan penelitian yang ada didalam penelitian ini dalam hal 

penerapan prinsip keseimbangan pada perjanjian baku dalam 

                                                             
20

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008, 

hlm.6. 
21 Amiruddin dan Zainal Asikin ,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2016, 

hlm.19. 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.1. 
23Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Rajawali Pers, 1985, hlm. 52. 
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penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) oleh bank 

umum (studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat).  

2. Sifat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka 

penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.
24

 Kemudian penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, 

keadaan, suasana dan kondisi dalam hal penerapan prinsip keseimbangan 

pada perjanjian baku dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital 

(digital banking) oleh bank umum (studi pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat), dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, pendapat palaku usaha terkait secara langsung serta 

berpedoman pada bahan pustaka. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum : 

a. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama atau diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan 

melalui interview ( wawancara ) yang dilakukan terhadap sampel 

yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden 

                                                             
24Ibid, hlm. 10. 
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yang dipilih dalam penelitian ini, kemudian akan dibahas dan dikaji 

mengenai penerapan prinsip keseimbangan pada perjanjian baku 

dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) 

oleh bank umum (studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat). 

2) Data Sekunder 

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 

dan sebagainya. Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data 

primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah 

awal untuk memperoleh : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat,
25

seperti Peraturan Perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan 

Konsumen. 

                                                             
25 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010,hlm. 13. 
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6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa 

Keuangan. 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 

tentang Penyelenggaran Layanan Perbankan Digital Oleh 

Bank Umum. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: 

rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari 

kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat sarjana.
26

 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan 

seterusnya.
27

 

b. Sumber Data 

1) Penelitian Lapangan (Fielt Research) 

Yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan mencari 

pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka 

penelitian dilakukan pada kantor pusat PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research ) 

                                                             
26 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 52.  
27Loc.Cit. 
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Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber 

antara lain : 

a) Perpustakaan Universitas Andalas 

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

c) Bahan-bahan yang tersedia di internet 

d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dan Sampel
28

 

a. Populasi : Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) 

,kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang 

sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pada kantor pusat PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). 

b. Sampel : Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu 

penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap 

populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan 

bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari 

populasi. Dalam penulisan ini penulis dalam mengambil sampel 

ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang 

dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan 

tertentu . 

5. Alat Pengumpulan Data 

                                                             
28Bambang Sunggono,Metodelogi Penelitian Hukum,Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 118-

119. 
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Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa 

kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti.Padaprakteknya, 

pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode 

dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan 

pendekatan tersebut antara lain adalah : 

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan 

dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum 

empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode 

pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain 

seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner .Studi 

dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik 

normatif maupun sosiologis ). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, 

dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung 

permasalahan yang dibahas.
29

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara 

ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (semi structure 

interview).
30

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian yang 

berjudul penerapan prinsip keseimbangan pada perjanjian baku dalam 

penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) oleh 

bank umum (studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

                                                             
29 Bambang Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek, Jakarta: Sinar Grafika , 2008, hlm. 50. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,Bandung:Alfabeta, 2006, hlm.262-263. 
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Barat) ini adalah pada kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat (Bank Nagari). 

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum 

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan 

merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula 

yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja 

pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam 

dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.
31

 

a. Pengolahan Data 

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan 

kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga 

didapatkanlah data yang lebih akurat, tahap selanjutnya dilakukan 

editing  yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah 

dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-

benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya. 

b. Analisis Data 

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi 

dokumen dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode 

analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan 

kebenarannyakemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang penerapan 

prinsip keseimbangan pada perjanjian baku dalam penyelenggaraan 

                                                             
31Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.66. 
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layanan perbankan digital (digital banking) oleh bank umum (studi 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini 

nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan 

skripsi ini akan dijalankan dalam 4 ( empat ) bab yang merupakan satu kesatuan, 

dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan 

dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari : 

BAB I           PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar 

belakang masalah,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai 

dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya . 

BAB II         TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan Tentang 

Prinsip Keseimbangan, Tinjauan Tentang Perjanjian Baku, 

Tinjauan Tentang Layanan Perbankan Digital (Digital Banking). 

BAB III  HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta 

pembahasan dari permasalahan yang diangkat, 

yangmencakuppenerapan prinsip keseimbangan pada perjanjian 

baku dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital 

banking) oleh bank umum (studi pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat). 



 

23 
 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan 

saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti. 

 

 


